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1.1 PETUNJUK UMUM
I. DASAR HUKUM

Ecae: aa o)

Landasan Hukum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan

Pengawasan IKM yaitu :

1)

2)

3)

4)

DINAY BOPERASL UMKM, PERDAC
CEABUPATEN PESISIR SELATANG 5

Undang - undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonomi Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera
Tengah (lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) ji Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77)
jo Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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5} Undang-Undang Nomor 33 Tahun ° 04 ter: ng Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat di. . Daeral: .embaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lem:” ga Neg~ Nomor 4438);

6} Keputusan Presiden Nomor 80 Tahu.: 2003 :ntang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan 1sa Pe. rintahan dengan
seluruh perubahannya;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahu 2005 t tang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara I Nomc¢ 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N¢ :or 457¢

8) Peraturan Pemerinyah Nomor 8 Taht . 2006 ntang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Peme 1tah (L 1baga Negara RI
Tahun 2006, Tambahan Lembaran Nega - RINom - 4614);

9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 t¢ -ang Pe man Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah - ubah ¢ gan Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubs. in Atas sraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 t: tang Pe .man Pengelolaan
Keuangan Daerah;

10) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir § :tan N¢ >r 9 Tahun 2008
tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuz zan Dac¢ - h;

11) Peraturaan Daerah Kabupaten Pesisir S. itan N¢ :or 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata K: 'a Dinas Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan;

12) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir S¢' ran Nor.. 09 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Jaerah =1bupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2019;

13) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nom. ' 95 Tai. .n 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan ‘elanja ! erah Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

et
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14) Keputusan Bupati Pesisir Selatan dJomor : 900/2/Kpts/BPT-
PS/2019 tentang Penunjukan Pe: vai Ne 1 Sipill menjadi
Pengguna Anggaran, Kuasa Penggu . Anggc 1, Bendaharawan
Pengeluaran, Bendaharawan Penerii ian pac Dinas Koperasi,
UMKM, Perdagangan dan Perindustri: 1 Kabuy :n Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2019;

15) Keputusan Kepala Dinas Koperasi. UMKM, rerdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Pes ¢ Selatan
Nomor:516/04/DKUP.2/2019 Tent.. 1g Pe:: njukan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pej:: at Pena: 1sahaan Keuangan
(PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaar Xeuangaz Kabupaten Pesisir
Selatan Anggaran Pendapatan Bela: 1 Daerz:n Tahun Anggaran
2019;

II.Rincian Penyelenggaraan Kegiatan

. Meneng h.

1 | Dinas : Kbpér_é.' UMKM, a*rdalg:;mga.n Dan
' Perindi: trian Ka' paten Pesisir

 Selatan. 5

5 TProgram T T v 'i_-ﬁéﬁgéﬁ:‘ angarie ot Keoldan™
|

3 |Kegiatan ” 2! Pembir:.in dan F gawasan IKM

4 |sifatKegiatan .| Pelayar a Pubhik

5 | Spesifikasi Kegiatan :Llanjuta..
6 | Waktu Pelaksanaan - I Tangga! . Januai. .020 sampai
Keglatan : dengan '] Desen: 1 2020.
a. Nama :gDrs.AZi.\L
b. NIP 1 1962121 19860 i 039
. |_.__c_ Jabatan ) : . Kepala { ‘nas
o i e R | 1
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8 - Kuasa Pengguna Anggaran

. (KPA)
a. Nama : HASRUL SANI, ST, M.Si
; b. NIP ., 19740202 200604 1 011
- ¢. Jabatan : * Kepala Bidang Perindustrian

9 Pejabat Pelaksana Teknis
| Kegiatan (PPTK)
: a. Nama : ARVIN DEFRIWEL DY, SE

b. NIP 119731003 199403 1 002
: ¢. Jabatan :  Kasi Pengendalian dan Pengawasan
i ‘ - Industri

ST Pe_]abat Penainisabaan ST T e
i . Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah {PPK}

a. Nama . GUSTINI, SE,MM.Ak

b. NIP ;1 19760805 200012 2 001
¢. Jabatan . - Kasubbag, Perencanaan, Keuangan

i - dan Pelaporan.

11 'Eandahara Pengeluaran | D
a. Nama : . Dra. SRI YULIASTUTI

Y +1 19640725 201407 2 001

; c. Jabatan :  Staf pada Sekretariat

b R SO L
12 Loka31 Kegmtan : T Kabupaten Pesisir Selatan.

13 [Indikator s
a. Capaian Program - Peningkatan jumlah IKM

| sebanyak 175 IKM.
b. Jumlah Anggaran ' Rp. 60.825.000,-
¢. Keluaran :. - Jumlah IKM yang dibina dan

| diawasai 10 IKM
- - Jumlah data base IKM sebanyak
. i 1 dokumen
d. Hasil | Persentase pertumbuhan jumlah
' IKM

e. Kelompok Sasaran  : | IKM di Kabupaten Pesisir Selatan.




14 Rincian i)ia_vr;: 1egiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan -

| Anggaran (DI" '} tahun 2020 terdapat pada lampiran.

1.2 PETUNJUK KHU . 'S
a. Struktur Org- isasi
Mengac . kepada dasar hukum Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan da. Pengawasan IKM yang terdapat pada petunjuk umum
diatas, maka ¢ :etapkan susunan organisasi pada Kegiatan Pembinaan
dan Pengawas n [KM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan

Perindustrian ! abupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1) Penanggur: . jawab program : Pengguna Anggaran, Kepala Dinas
Koperasi, JMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pesisir Seln-an;

2) Penanggur . jawab kegiatan : Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala
Bidang Pe: ndustrian pada Dinas Koperasi, 'UMKM, Perdagangan
dan Perin< ' strian Kabupaten Pesisir Selatan;

3) Pejabat Pciksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Pengendalian
dan Peng: casan Industri Bidang Perindustrian Dinas Koperasi,
UMKM, Perlagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;

4) Pejabat P:.atausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah
(PPK-OPD) : Kasubag Perencanaan, Kenangan dan Pelaporan Dinas
Koperasi, JMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Pesisir Selu:an;

5) Bendahara Pengeluaran, Staf pada Sekretariat Dinas Koperasi,

UMKM, Pe: lagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;

DINAS EOPERASE, UMKM, PERDA
. EABUPATEN PESISIR SELATAN:



STRUKTUR ORGANISASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1KM

PENGGUNA ANGGARAN )

L KEPALA DINAS J
l KUASA PENGGUNA ANGGARAN ]
7 I
BENDAHARA PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGELUARAN KEUANGAN (PPK)
k STAF SEKRETARIAT J KASUBAG PERENCNAAN, PELAPORAN
\ NAN KRITANGAN .
(" PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)
KASI PERMODALAN DAN
L PENGAWASAN INDUSTRI J

b. Tugas dan Tanggung Jawah
Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan
peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur
pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :
1) Penanggungjawab Program

v Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan
monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan
program/kegiatan.

v Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka
mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan
program dan kegiatan.

v Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program

dan kegiatan yang terdapat pada DPA-OPD Tahun Anggaran
2020.

- DINAS KOFERASE UMEM, PERDA
- KABUPATEN PESISIR SEIATAN -




Mempertanggungjawabkan, menandatangani dan memeriksa

seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.

" Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna
Anggaran.

7/ Menandatangani SPM

Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab

OPD.

Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi

tanggung jawab OPD yang dipimpinnya.

7/ Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD.

7/ Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD

v Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/pengguna

barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH

melalui Sekretaris Daerah (Koordinator Pengelola Keuangan

Daerah).

2) . anggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab Kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran
{(\A) Kepala Bidang Industri bertugas membantu penanggungjawab
1 ~gram melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan
1 jatan sesuai dengan DPA-SKPD sehingga semua kegiatan dapat
t ‘aksana dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.

Membantu penanggungjawab program dalam menjalankan tugas
» g dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang

I .dali/kompetensi serta pertimbangan lainnya.

3) . :’abat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bertugas :

v Menyiapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan.

¥ Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

e S L

 ASKOPERA",: L PERINDUSTRIAN.
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v Mengadakan ikatan dan perjanjian dengan pihak keti,

v Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiat. kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

v Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

v Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban . ageluaran
Pelaksanaan Kegiatan.

v Melaksanakan tugas-tugas sesuai yang diatur dalam -eppres 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengad. n Barang

dan Jasa.

4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perang ~ t Daerah
(PKK-OPD) Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bertugas:

v Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang da jasa yany
disampaikan oleh Bendahara Pengelua. 2 darn
diketahui/disetujui oleh PPTK.

v Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan . 'P-LS yan'.

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Melakukan verifikasi SPP.

Menyiapkan SPM.

Melakukan verifikasi atas penerimaan dan pengeluar. .

Melaksanakan Akuntansi OPD.

‘RN RN

Menyiapkan laporan keuangan OPD.

5) Bendahara Pengeluaran
v Menyiapkan SPP-UP/TU dan LS.
v Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetuju: Penggun:
Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
v Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bul:. yang tela’.

disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Angg’ an

' PINAS KOPERASI, UMEM, PERDAGMGANDAN ERHVDU.STRMN T
KABUPATEN PESISIR SEFATAN:. L T AR AR
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v’ Menerima dan mexncek SPJ dari PPTK untuk ditert ‘an pada
PPTK-OPD.

v' Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK dan Buku njar dan
Buku Kas Umum.

v’ Membuat register pengeluaran harian dan menand:< naganinya

serta meneruskan kepada PKK-OPD.

Membuat dan menandatangani buku simpanan/bank.

Membuat dan menandatangani buku panjar.

Menandatangani buku pajak.

Membuat dan menandatangani buku rekapitulasi pen: uaran.

Menandatangani register penutupan kas.

LTl Y

Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk dis 1jui oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran me uai PPTK-
OPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, un' ¢ dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, Januari 20 )
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiat: 1 (PPTK)
Kasi Pengendalian Pengawas~ 1 Industri
7/
ARVIN DEF DY

NIP. 19731003 193403 1C02

DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DANPERINDUSTRIAN. =
KABUPATEN PESISIR SEIATAN = a A m






SCHEDULE/ JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020
BIDANG  : PERINDUSTRIAN
PROGRAM : PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

B ULAN
TR | JANUAR! | FEBRUARI | MARET | APRIL | M E i | Juni | Jull | AGUSTUS [SEPTEMBER| OKTOBER [NOVEMBER
MINGGU| MINGGU | MINGGU| MINGGU | MINGGU| MINGGU | MINGGU| MINGGU | MINGGU | MINGGU | MINGGU
dfanfoapav] oo fonfovd o Lo o] ol o {odogeod o fofooded o {ofe o J o fanfov] o[ ofodov] o] ufmiov 1] njmiv
2100 07 1102 | 11]01 | 16]08 BELANJA LANGSUNG
2100 JO7 |} 1jo2 ) 11§01 | 1608 |5 J2 J1 JO1 |0O1 |Honomrium PPTK
2]00 (07 1jo2 | 1101 | 16§08 |5 J2 J1 |02 |002 |Honorsrium Pegawai Honorer [Tidak tetap
2]00 |07 1oz ] 11jo1 | 16408 |5 |2 |2 |01 JOO! |Belanja Alat Tulis Kantor
2]00 0T | 1j02]11]01 | 16j08 |5 J2 |2 JO1 JOOS |Belanja Bahan Bakar Minyak/COas
2|00 0T 1joa ] 11]jo1 | 16§08 |5 }2 |2 |06 |001 |Belanja Cetak
2joojo7 | 1joz ] 11jol | 16jo8 |5 |2 J2 |06 |002 |Belanja Penggandaan
2100 joT 1102 | 11{01 | 16J08 |5 |2 |2 |08 |001 |Belanja Sewa Saruna Mobilitas Darat
2100 o7 1Jo2 ] 11j01 | 16jo8 §5 12 |2 111 |O02 |Belanja Makan dan Minum Rapat
2|00 |o7 1j02 | 11]01 | 16]08 |5 |2 2 |15 j0O! |Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2jo0 o7 1]0G | 11jo1 | 16§08 |5 J2 |2 |15 J002 |Belanja Perjanlanan Dinas Luar Dacrah
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